


DAFTAR ISI 

 
1. Bahan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi 
2. Bahan Sosialisasi SPIP 
3. Bahan Sosialisasi WBS 
4. Bahan Sosialisasi Pengaduan Masyarakat 
5. Bahan Sosialisasi Benturan Kepentingan 
6. Photo Sosialisasi WBS 
7. Photo Sosialisasi Benturan Kepentingan 
8. Undangan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, SPIP, WBS, Pengaduan 

Masyarakat, Benturan Kepentingan 



PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Inspektorat Mahkamah Konstitusi
2020



Apa itu gratifikasi ?

Gratifikasi dalam arti Luas :
( penjelasan pasal 12B, UU No. 20 Tahun 2001)

UANG, BARANG, PINJAMAN TANPA BUNGA, 

PENGOBATAN CUMA-CUMA, KOMISI, RABAT/ DISKON, 

FASILITAS PENGINAPAN, TIKET PERJALANAN, 

PERJALANAN WISATA, DAN FASILITAS LAINNYA



Apa itu gratifikasi ?

Gratifikasi yang dianggap Suap :
(pasal 12B, UU No. 20 Tahun 2001)

semua pemberian kepada PEGAWAI NEGERI atau

PENYELENGGARA NEGARA, yang berhubungan

dengan JABATANNYA dan yang berlawanan

dengan KEWAJIBAN atau TUGASNYA



Gratifikasi Ilegal

Pidana bagi Pegawai Negeri atau

Penyelenggara Negara sebagaimana

dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana

penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 

20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling 

sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).



Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

Karena Hubungan Keluarga,
selama tidak ada konflik
kepentingan

Penyelenggaraan pernikahan,
kelahiran, aqiqah, baptis, khitan dan
potong gigi atau upacara
adat/agama, dengan Batasan nilai
per pemberian Rp 1 juta

Penerimaan terkait musibah
atau bencana, max Rp 1 juta
per pemberi

Sesama pegawai pada pisah
sambut, pensiun, promosi, dan
ulang tahun (tidak bentuk uang),
paling banyak Rp 300 ribu dengan
total pemberian Rp 1 jt dalam 1 th



Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

Sesama rekan kerja paling
banyak (tidak dalam bentuk
uang) Rp 200 ribu, dengan total
pemberian Rp 1 juta dalam 1 th

Hidangan atau Sajian yang
berlaku Umum

Prestasi Akademis/ non
Akademis, yang diikutin
dengan biaya sendiri,seperti
Kejuaraan, Perlombaan/
Kompetisi, yang tidak berkaitan
dengan Kedinasan

Keuntungan/ bunga dari
penempatan Investasi atau
kepemilikan saham pribadi
yang berlaku Umum



Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

Manfaat bagi seluruh
peserta KOPERASI atau
organisasi pegawai,
berdasarkan Keanggotaan
uang berlaku Umum

SEMINAR KIT, yang berbentuk
seperangkat modul dan alat
tulis serta sertifikat yang
diperoleh dari kegiatan resmi
kedinasan

Penerimaan Hadiah, Beasiswa
atau Tunjangan, baik berupa
uang/ barang, yang ada
kaitannya dengan peningkatan
prestasi kerja yang diberikan
oleh pemerintah

Kompesasi profesi diluar
kedinasan, yang tidak terkait
dengan tupoksi dari pejabat/
pegawai, tidak konflik
kepentingan dan tidak
melanggar aturan internal



Sikap terhadap gratifikasi

TOLAK

Terindikasi
Gratifikasi yang
dianggap SUAP

Gratifikasi
diterima
LANGSUNG

TERIMA DAN 
LAPORKAN

Diterima
secara TIDAK
LANGSUNG

Dalam keadaan sulit
menolak dan ragu
dengan jenis
Gratifikasi tersebut

Laporkan

kepada UPG



PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI UNIT KERJA
Tingkat Kepatuhan Pelaporan

Selama Tahun 2019, Pusat

Pendidikan Pancasila dan

Konstitusi, melaporkan

sebanyak 2 penerimaan

Gratifikasi kepada UPG

Yang perlu ditingkatkan

adalah budaya untuk TOLAK 

GRATIFIKASI

Tahun
2019

Yang harus dilakukan Unit Kerja

• DISEMINASI INTERNAL & EKSTERNAL                    

merupakan kegiatan pengenalan

dan penyebaran informasi aturan

pengendalian gratifikasi yang 

ditetapkan KPK dan UPG kepada

Pihak Internal dan Eksternal

Peran Unit Kerja



DISEMINASI INTERNAL & 
EKSTERNAL GRATIFIKASI
Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan :

◦ Sosialisasi aturan pengendalian

Gratifikasi kepada pihak Internal 

(seluruh pegawai) dan pihak Eksternal

(stakeholder Pusdik)

◦ Pembuatan dan pendistribusian media 

sosialisasi, seperti banner, spanduk, 

sticker, public campaign, dan bentuk

lainnya



☺SEKIAN DAN TERIMAKASIH☺

Inspektorat Mahkamah Konstitusi
2020



Whistleblowing 
System
di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 
Jenderal Mahkamah Konstitusi

Tahun 2020



DASAR HUKUM
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
• Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik;
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional 

• Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 
• tentang Pedoman Penanganan Whistleblowing System di lingkungan Kepaniteraan 

dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
• Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/M.PAN-RB/06/2

012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak
Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah



Pengertian
Whistleblowing System (WBS) adalah 
mekanisme penyampaian pengaduan dugaan 
pelanggaran yang telah terjadi atau akan terjadi 
yang melibatkan pegawai di lingkungan 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dan 
masyarakat yang berkaitan dengan dugaan:
 penyalahgunaan wewenang;
 pelanggaran disiplin pegawai;
 melakukan hambatan dalam

pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
 tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.



Disampaikan
melalui laman website Mahkamah 

Konstitusi

https://wbs.mkri.id/



MEKANISME PENANGANAN WBS
(Berdasarkan Persekjen MK Nomor 4.8 Tahun 2018 )

Pelapor 
(whistleblower) 
menyampaikan 

pengaduan 
melalui aplikasi 

WBS

Tim Penanganan 
Pengaduan menang

gapi pengaduan
paling lambat 14 

(empat belas) hari
kerja sejak

pengaduan diterima

Pelapor melengkapi materi   
aduannya (bukti pendukung) 
selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari kerja

Sampai dengan waktu yg            
ditentukan pelapor tidak              

melengkapi materi aduannya
(bukti pendukung) dianggap

pelapor mencabut pengaduannya 

Tim Penanganan
Pengaduan menyelesaikan
setiap pengaduan paling la
mbat 60 (enam puluh) hari 

kerja sejak berkas
Pengaduan dinyatakan

lengkap

Hasil pemeriksaan 
disampaikan

Kepada Sekretaris
Jenderal 

Hasil keputusan
Penanganan pengad

uan disampaikan
kepada Pelapor
paling lambat 14

(empat belas) hari
kerja sejak
diputuskan

Lengkap



TINDAK LANJUT 
PENGADUAN WBS

Pada saat pengaduan diterima, Tim Penanganan Pengaduan
menanggapi pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja. Selama 14 hari kerja tersebut, Tim Penanganan
Pengaduan melakukan telaah untuk mengidentifikasi
pengaduan tersebut.

Berbeda dengan Tindak Lanjut pada Pengaduan Masyarakat,
pada Aplikasi WBS ini sudah tersedia pilihan status
pengaduan yang sudah terintegrasi dengan e-mail pelapor
(whistleblower). Sehingga Tim Penanganan Pengaduan dapat
langsung menentukan Tindak Lanjut atas laporan pengaduan
tersebut dan secara otomatis informasi atas status pengaduan
masuk kedalam e-mail pelapor (whistleblower).



Cara Mengoperasikan 
Aplikasi Whistleblowing 

System (WBS)



Login sebagai Tim Penanganan Pengaduan (Admin WBS)
1. Buka Laman https://wbs.mkri.id/
2. Klik login

https://wbs.mkri.id/


3. Masukan Username dan Password
4. Lalu klik Login





5. Untuk melihat isi laporan pengaduan, klik gambar pensil pada
kolom Aksi



6. Untuk melihat nama Terlapor dan Bukti aduan, klik
“selanjutnya”



7. Untuk melihat identitas Pelapor/pengadu, klik “Info” yang ada
disamping nama pengadu. Pentingnya identitas Pelapor
adalah untuk memudahkan admin wbs menghubungi
Pelapor. Dan admin WBS wajib merahasiakan Identitas
Pelapor



Login sebagai Pelapor (whistleblower)
1. Buka Laman https://wbs.mkri.id/
2. Klik Cara Melapor untuk mengetahui informasi tata cara

melaporkan pengaduan

https://wbs.mkri.id/


3. Contoh Form yang harus di isi pada saat Register, setelah
form di isi lalu klik simpan dan pelapor dapat login untuk
melaporkan pengaduan



DATA PENANGANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
PADA TAHUN 2019

No. Bulan Jumlah Status Pengaduan Keterangan
1 Januari - -

https://wbs.mkri.id

2 Februari 1 Telah ditindaklanjuti dan telah selesai

3 Maret - -

4 April - -

5 Mei 2 Telah ditindaklanjuti dan telah selesai

6 Juni 2 Telah ditindaklanjuti dan telah selesai

7 Juli - -

8 Agustus 1 Telah ditindaklanjuti dan telah selesai

9 September 1 Telah ditindaklanjuti dan telah selesai

10 Oktober 1 Telah ditindaklanjuti dan telah selesai

11 November - -

12 Desember 1 Telah ditindaklanjuti dan telah selesai

Total 9



MONITORING DAN EVALUASI PENGADUAN WBS

Tim Penanganan Pengaduan membuat Laporan secara berkala 
yang isinya berupa hasil monitoring dan evaluasi atas 

pengaduan yang diterima, yang diantaranya berupa jumlah 
pengaduan yang diterima, kategori pengaduan, status 

penyelesaian pengaduan, dan hasil penanganan pengaduan.





S I S T E M  
P E N G E N D A L I A N  

I N T E R N  P E M E R I N T A H
( S P I P )

I N S P E K TO R AT M A H K A M A H KO N S T I T U S I
2 0 2 0



DASAR HUKUM SPIP DI MK
• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah; 

• Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah

Konstitusi Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Mahkamah

Konstitusi; 

• Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah 

Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; 



PENGERTIAN SPIP
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

• Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan
dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”



UNSUR-UNSUR SPIP
Unsur-unsur SPIP :

1. Lingkungan Pengendalian

2. Penilaian Risiko

3. Kegiatan Pengendalian

4. Informasi dan Komunikasi

5. Pemantauan Pengendalian

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, telah
menerapkan SPIP sampai dengan tahapan
Kegiatan Pengendalian



PENIL AIAN RISIKO

Penilaian Risiko :
kegiatan penilaian
atas kemungkinan
kejadian yang 
mengancam
pencapaian tujuan
dan sasaran Instansi
Pemerintah
(penjelasan pasal 3, 
ayat 1.b)

Seluruh unit kerja di 
Mahkamah

Konstitusi telah
menyusun

Manajemen Risiko, 
termasuk disini

adalah Pusat 
Pendidikan Pancasila 

dan Konstitusi

Unit kerja perlu
melakukan
Evaluasi secara
berkala terhadap
Manajemen
Risiki yang telah
disusun



KEGIATAN PENGENDALIAN

Kegiatan Pengendalian :
Tindakan yang diperlukan untuk

mengatasi Risiko, serta penetapan

dan pelaksanaan kebijakan dan 

prosedur untuk memastikan

bahwa tindakan mengatasi Risiko

telah dilaksanakan secara efektif. 

Note : seluruh unit kerja di MK, 

telah membuat rencana tindak

pengendalian terhadap Manajemen

Risiko

• Reviu atas Kinerja
• Pembinaan SDM
• Pengendalian

Sistem Informasi
• Pengendalian Fisik

dan Aset
• Penetapan dan 

Reviu Indikator
Kinerja

• Pemisahan Fungsi
• Otorisasi
• Pencatatan
• Pembatasan Akses
• Akuntabilitas
• Dokumentasi

Bentuk-
bentuk

Kegiatan
Pengendalian

Evaluasi
Berkala



INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PENGERTIAN

• INFORMASI adalah data yang telah
diolah, dapat digunakan untuk
pengambilan keputusan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi.

• KOMUNIKASI adalah proses
penyampaian pesan atau informasi
dengan menggunakan symbol atau lambang
tertentu, baik secara langsung maupun
tidak langsung, untuk mendapatkan umpan
balik.

BENTUK SARANA DAN KOMUNIKASI

Buku Pedoman

Surat Edaran

Papan Pengumuman

Memorandum

Email

Arahan Lisan



PEMANTAUAN PENGENDALIAN

• Suatu proses menilai kualitas kinerja pengendalian intern, dalam suatu periode
tertentu.

• mencakup : penilaian desain, operasi pengendalian, dan melakukan Tindakan
perbaikan yang diperlukan

• TUJUAN : memastikan apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI), telah berjalan
sebagaimana yang diharapkan dan perbaikan - perbaikan yang perlu dilakukan
sesuai dengan perkembangan.



MATURITAS SPIP
• Sebagai media pengukuran tentang

keberhasilan penyelenggaraan system
pengendalian intern, dalam mendukung
peningkatan kinerja, transparansi, dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara dan kegiatan/ program di
lingkungan pemerintah.

• Penilaian Maturitas SPIP dilaksanakan
oleh BPKP dengan berkerjasama dengan
Inspektorat.

• Telah dilaksanakan penilaian mandiri
Maturitas SPIP 2019 kepada 9 unit kerja,
melalui survei pendahuluan, dengan
pengisian kuesioner oleh responden
pada akhir tahun 2018

No Unit Kerja Hasil Survei Persepsi

Skor Ket

1. Inspektorat 4,732 Optinum

2. Biro Renkeu 4,900 Optinum

3. Biro SDMO 4,800 Optinum

4. Biro HAK 2,002 Berkembang

5. Biro Umum 5,000 Optinum

6. Puslitka 5,000 Optinum

7. Pusat TIK 5,000 Optinum

8. Pusdik - -

9. Panitera 5,000 Optinum

10. Sekretaris Jenderal 5,000 Optinum



PENERAPAN SPIP DI UNIT KERJA
ACTION PLAN 

Untuk menerapkan SPIP yang harus dilakukan lebih lanjut oleh unit kerja adalah :

 Melakukan evaluasi secara berkala atas Manajemen Risiko yang telah disusun, 
apakah risiko masih relevan dengan kondisi sekarang atau apakah risiko
tersebut sudah rendah dampak risikonya

 Melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap Pengendalian
Manajemen Risiko, apakah kegiatan pengendalian telah secara efektif
mengurangi risiko, atau apakah kegiatan pengendalian masih relevan dengan
kondisi sekarang.

 Melakukan penilaian mandiri Maturitas SPIP, dengan survei pendahuluan yang 
berkerjasama dengan Inspektorat.



SEKIAN

I N S P E K TO R AT  M A H K A M A H  KO N S T I T U S I
2 0 2 0



Pengaduan 
Masyarakat

di 
Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi

Tahun 2020



Dasar 
Hukum

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

• Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik;

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional;

• Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun
2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Pengertian Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang 

disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan 

pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak 

sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian 

kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh 

Penyelenggara.



Kategori 
Pengaduan

Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan
merupakan pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi
atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan
wewenang, pelanggaran disiplin pegawai, melakukan hambatan dalam
pelayanan kepada masyarakat, dan/atau dugaan tindak pidana korupsi,
kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparatur Mahkamah Konstitusi
yang berpotensi mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara

Pengaduan Masyarakat Tidak Berkadar Pengawasan
merupakan pengaduan masyarakat yang isinya seperti sumbang saran,
kritik yang konstruktif, sehingga bermanfaat bagi perbaikan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat



Disampaikan secara langsung 
kepada Tim Penanganan 
Pengaduan pada Inspektorat 
Mahkamah Konstitusi

Kotak saran

Kotak pos

Pesan singkat elektronik (SMS)

E-mail

Telepon atau fax

Media Sosial

Pengaduan 
dapat 

disampaikan 
melalui



Identitas 
Pelapor

Identitas 
Terlapor

Waktu, 
Tempat, 

Kronologis 
Kejadian

Dokumen 
dan Bukti 

Pendukung 
Lainnya

Pihak 
yang 

Terlibat

Pengaduan paling kurang memuat:



MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
(Berdasarkan Persekjen MK Nomor 4.9 Tahun 2018)

Pelapor 
menyampaikan 

pengaduan 
melalui 

sarana/media 
pengaduan

Tim Penanganan 
Pengaduan 
menanggapi 

pengaduan paling 
lambat 14 (empat 
belas) hari sejak 

pengaduan diterima

Pelapor melengkapi materi 
aduannya (bukti pendukung) 
selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari kerja

Sampai dengan waktu yg ditentukan 
pelapor tidak melengkapi materi 
aduannya (bukti pendukung) 
dianggap pelapor mencabut  
pengaduannya 

Tim Penanganan 
Pengaduan 

menyelesaikan setiap 
pengaduan paling lambat 
60 (enam puluh) hari kerja 
sejak berkas pengaduan 

dinyatakan lengkap

Hasil 
pemeriksaan 
disampaikan 

kepada 
Sekretaris 
Jenderal 

Hasil keputusan
penanganan 
pengaduan 

disampaikan kepada
Pelapor paling 

lambat 14 (empat
belas) hari kerja 
sejak diputuskan

Lengkap



TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN

Pada saat pengaduan diterima, Tim Penanganan Pengaduan menanggapi pengaduan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja. Selama 14 hari kerja tersebut, Tim Penanganan Pengaduan
melakukan telaah untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pengaduan berdasarkan
kategori pengaduan dan kriteria pengaduan.

Apabila pengaduan masuk kedalam kategori :

Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan
(memerlukan pemeriksaan lapangan)

Tim Penanganan Pengaduan akan memproses
lebih lanjut dengan menghubungi Pelapor,
dengan catatan Pengaduan memuat paling
kurang: identitas pelapor; identitas terlapor;
waktu, tempat, kronologis kejadian; pihak yang
terlibat, dan bukti pendukung lainnya

Pengaduan Masyarakat Tidak Berkadar 
Pengawasan

(tidak memerlukan pemeriksaan lapangan)

Tim Penanganan Pengaduan akan menyampaikan
pengaduan kepada Sekretaris Jenderal melalui Nota
dinas dan menembuskannya kepada Unit Kerja
terkait sebagai saran dan kritik yang bermanfaat
bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan masyarakat



DATA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA TAHUN 2019

No Sarana/Media Pengaduan Jumlah Pengaduan
yang diterima Status Pengaduan Kategori 

Pengaduan
1 Secara Langsung 0 - -

2 Kotak Pengaduan 3 Telah ditindaklanjuti dan 
telah selesai

Pengaduan tidak 
Berkadar 

Pengawasan

3 Kotak POS 11 Telah ditindaklanjuti dan 
telah selesai

Pengaduan tidak 
Berkadar 

Pengawasan
4 SMS 0 - -

5 E-mail 0 - -
6 Telp/Fax 0 - -

7 Media Sosial 0 - -
Total 14



CONTOH PENGADUAN MASYARAKAT
PADA TAHUN 2019



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK
memberikan perlindungan

Baik melalui lembaga maupun 
instansi yang berwenang

Bantuan Hukum

Perlindungan dari tindakan balasan 
administratif kepegawaian dan 
jaminan hak kepegawaian

Keamanan

Dirahasiakan, kecuali untuk 
keperluan pemeriksaan

Identitas Pelapor

Rasa aman dalam memberikan 
keterangan

Ketenangan



MONITORING DAN EVALUASI PENGADUAN

Tim Penanganan Pengaduan membuat Laporan secara berkala yang isinya 
berupa hasil monitoring dan evaluasi atas pengaduan yang diterima, yang 
diantaranya berupa jumlah pengaduan yang diterima, kategori pengaduan, 

status penyelesaian pengaduan, dan hasil penanganan pengaduan.



SISTEM PENGELOLAAN 
PENGADUAN

PELAYANAN PUBLIK 
NASIONAL (SP4N)



SP4N adalah sistem yang terintegrasi dalam
pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada
setiap penyelenggara

SP4N dibentuk untuk menjamin hak masyarakat
agar pengaduan dari manapun & jenis apapun
disalurkan kepada penyelenggara pelayanan
publik yang berwenang

SP4N bertujuan: 
1. Penyelenggara dapat mengelola pengaduan secara

sederhana, cepat, tepat, terkoordinasi karena 
diakses real time; 

2. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi
masyarakat; 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Konsep Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (SP4N) 



Kanal
SP4N-

LAPOR!Masalah yang 
Dialami oleh
Masyarakat

www.lapor.go.id
Aplikasi
Mobile SMS 1708 Aplikasi

Lainnya

• Melakukan
Verifikasi dan 
disposisi

• Monitoring dan
Evaluasi
pengelolaan
instansi

Admin Nasional

• Melakukan
Verifikasi dan
disposisi

• Monitoring dan
Evaluasi
pengelolaan
unit/OPD

Admin Instansi

• Melakukan
tindak lanjut/ 
menjawab
laporan yang 
diterima

Pejabat Penghubung di 
Unit/OPD

1
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Thank You
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TAHUN 2020



DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan PP No 6
Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta;

• Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Menteri PAN-RB No 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan

Benturan kepentingan;
• Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Inspektorat MK

DEFINISI

Benturan kepentingan adalah situasi yang
memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh
kepentingan pribadi / golongan / pihak lain
terhadap kualitas keputusan dan / atau
tindakan pegawai sesuai dengan
kewenangannya.



03

05

06

07

Penerima gratifikasi atau
pemberian / penerimaan
hadiah atas suatu keputusan
/ jabatan

01

02
Penguatan asset jabatan / 
instansi untuk kepentingan
pribadi / golongan

Benturan Kepent ingan

Penggunaan informasi
jabatan untuk kepentingan
pribadi / golongan

04
Pemberian akses khusus
kepada pihak tertentu

Proses pengawasan yang tidak
mengikuti prosedur karena
adanya pengaruh dan harapan
dari pihak yang diawasi

Penyalahgunaan jabatan

Penentuan sendiri besarnya
gaji dan / atau renumerasi



Benturan Ke p e n t in g a n

1. Kebijakan yang berpihak akibat
pengaruh / hubungan / dekat / 
ketergantungan / pemberian gratifikasi;

2. Pemberian izin yang diskriminatif;.
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan

hubungan dekat / balas jasa / pengaruh
dari pejabat pemerintah;

4. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan
keputusan yang tidak profesional

5. Melakukan komersialisasi pelayanan
publik;

6. Penggunaan asset dan informasi
rahasia untuk kepentingan pribadi;

7. Menjadi bagian dari pihak yang 
diawasi;

8. Melakukan pengawasan yang tidak
sesuai norma, standar, dan prosedur;

9. Menjadi bagian dari pihak yang 
memiliki kepentingan atas sesuatu
yang dinilai; dan

10. Melakukan pengawasan atau
penilaian atas pengaruh pihak lain dan
tidak sesuai norma, standar, dan
prosedur.



Hubungan Afiliasi

SUMBER 
BENTURAN 

KEPENTINGAN
Gratifikasi

Kelemahan 
Sistem 

Organisasi

Penyalahgunaan 
Wewenang

Rangkap Jabatan



PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
(Berdasarkan Persekjen MK No. 1B Tahun 2015)

Pegawai/Pejabat
MK melaporkan 
adanya dugaan 

Benturan 
Kepentingan baik 

Lisan maupun 
Tulisan kepada 

Atasan Langsung 
Terlapor disertai 

Bukti

Atasan langsung 
memeriksa 
kebenaran 

laporan dalam 
jangka waktu 

paling lambat 3 
(tiga) hari kerja

Dalam hasil 
pemeriksaan laporan  
Tidak Benar, maka 
keputusan dan/atau 
tindakan Terlapor 

tetap berlaku

Dalam hasil 
pemeriksaan laporan  

Benar, maka keputusan 
dan/atau tindakan 

Terlapor ditinjau kembali
oleh atasn langsung 

Terlapor paling lambat 2 
(dua) hari kerja

Pengawasan 
terhadap 

pelaksanaan tindak 
lanjut hasil 

pemeriksaan 
dilaksanakan oleh 

Inspektorat



DATA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA TAHUN 2019

No. Bulan Jumlah Status Pengaduan Keterangan
1 Januari Nihil      -

Disampaikan secara langsung, baik 
lisan maupun tulisan kepada Tim 
Penanganan Benturan Kepentingan

2 Februari Nihil -

3 Maret Nihil -

4 April Nihil -

5 Mei Nihil -

6 Juni Nihil -

7 Juli Nihil -

8 Agustus Nihil -

9 September Nihil -

10 Oktober Nihil -

11 November Nihil -

12 Desember Nihil -
Total 0



KEW AJIBAN PENYELENGGARA NEGARA
1. Berperan aktif dalam penanganan benturan

kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

2. Menggunakan kewenanganannya secara baik
dengan mempertimbangkan kepentingan public, 
kepentingan pegawai dan berbagai factor lain;

3. Mempublikasikan kebijakan benturan 
kepentingan

4. Melaporkan adanya potensi Benturan
Kepentingan yang dianggap beresiko tinggi

5. Menghindari situasi benturan kepentingan dengan 
melakukan langkah-langkah preventif yang terkait 
dengan pengambilan keputusan. 



Penyelenggara Negara
 Melakukan transaksi dan / atau menggunakan aset instansi untuk 

kepentingan pribadi, keluarga atau golongan
 Menerima dan/atau memberi hadiah / manfaat dalam bentuk apapun 

yang berkaitan dengan jabatannya
 Menerima dan / atau memberi barang / parcel / uang / setara uang atau 

dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan
 Mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun
 Menerima keuntungan pribadi yang bukan haknya dalam rangka 

kedinasan  Bersikap tidak adil untuk memenangkan penyedia barang / jasa 
rekanan / mitra kerja tertentu dengan maksud menerima imbalan 
jasa

 Memanfaatkan data atau informasi rahasia instansi untuk 
kepentingan pihak lain

 Baik langsung ataupun tidak langsung turut serta dalam 
pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat 
dilakukan perbuatan ditugaskan untuk mengurusi atau mengawasi

Atas larangan diatas, sebaiknya penyelenggara negara membuat surat 
pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan 
darah dalam hubungan inti dengan penyelenggara negara 
(pegawai/pejabat MK)



MONITORING 
DAN EVALUASI 
PENANGANAN 

BENTURAN 
KEPENTINGAN

Tim Penanganan Benturan Kepentingan 
membuat Laporan secara berkala yang 

isinya berupa hasil monitoring dan evaluasi 
atas laporan tindaklanjut benturan 

kepentingan yang diterima dan hasil 
penanganan benturan kepentingan.









Nomor :  421/PW.01/06/2021 22 Juni 2021
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal :  Undangan Sosialisasi Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan WBS  
Area RB :  Pembangunan Zona Integritas 

Kepada Yth.
1. Kepala Biro Humas dan Protokol; 
2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; 
3. Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi; 
4. Tim Penilai Internal (TPI) Zona Integritas. 
di  Tempat

            Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, khususnya persiapan
pengajuan predikat WBK/WBBM bagi unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, kami mengundang Bapak/Ibu beserta
seluruh pegawai di masing – masing unit kerjanya untuk hadir dalam Sosialisasi
Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Whistleblowing System, yang akan dilaksanakan
secara virtual pada : 

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Juni  2021

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Dikantor /kediaman masing – masing

Untuk Link dan password meeting akan kami informasikan lebih lanjut.
 Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan

terima kasih.
Inspektur
Budi Achmad Djohari

Tembusan :
Yth. Bapak  Sekretaris Jenderal MKRI.
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